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BAB V 

PENUTUP 

 
I. Kesimpulan 

Dari pemaparan yang telah diutarakan pada bagian-bagian sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa Perseroan Perorangan tidak memiliki Organ Pengawas (Dewan 

Komisaris) yang terpisah, sehingga fungsi pengawasan terhadap jalannya Perseroan 

Perorangan dapat dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya pengawasan tersebut, 

dapat dicegah terjadinya benturan kepentingan atau hal-hal lain yang dapat 

merugikan Perseroan maupun pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya. Adapun 

beberapa contoh pengawasan tersebut dapat berupa pembuatan laporan potensi 

terjadinya benturan kepentingan dan laporan keuangan secara rutin oleh pendiri 

Perseroan Perorangan untuk diberikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. Selain itu, laporan-laporan tersebut juga dapat berfungsi sebagai bentuk 

pertanggungjawaban Direktur sekaligus pendiri Perseroan Perorangan atas 

pengurusan dan pengelolaan Perseroan yang telah dilakukan yang harus sesuai 

dengan prinsip duty of skill and care.  

Di sisi lainnya, pemerintah melalui UU 11/2020 telah memberikan kemudahan 

bagi para pelaku usaha, khususnya pelaku UMK agar dapat mendirikan suatu badan 

hukum perorangan yang disebut sebagai Perseroan Perorangan. Penulis menilai hal 

tersebut sebagai suatu hal yang baik dalam rangka memajukan perekonomian 

nasional. Dengan adanya status badan hukum tersebut, selain memperoleh 

legitimasi usaha yang dilindungi hukum, pelaku usaha juga diharapkan akan lebih 

mudah untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga-lembaga perbankan guna 

mengembangkan usaha mereka. Akan tetapi, patut untuk diingat bahwa pelaksanaan 

Perseroan Perorangan tidak terpisah dari prinsip duty of skill and care, sehingga 

prinsip tersebut tetap perlu dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan Perseroan 

yang baik tanpa meniadakan aspek kemudahan berusaha dalam Perseroan 

Perorangan. 

Selanjutnya, dari penelitian ini juga diketahui bahwa pengertian dan kriteria 
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benturan kepentingan baik dalam PT pada umumnya maupun Perseroan Perorangan 

belum diatur oleh peraturan perundang-undangan hingga saat ini. Padahal, penulis 

berpendapat potensi terjadi benturan kepentingan dalam Perseroan Perorangan lebih 

tinggi dibandingkan dalam PT pada umumnya karena tidak adanya Organ Pengawas 

dalam Perseroan Perorangan. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa 

pengaturan Pereroan Perorangan perlu dilengkapi dengan kriteria benturan 

kepentingan agar mencegah Direktur sekaligus pendiri Perseroan Perorangan untuk 

menyalahgunakan Perseroan yang dapat merugikan baik Perseroan itu sendiri 

maupun para stakeholders. 

 

II. Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis hendak memberikan saran yang 

kiranya dapat bermanfaat kepada pihak-pihak berikut: 

1. Bagi Pemerintah 

Pemerintah perlu melengkapi pengaturan terkait Perseroan 

Perorangan dengan kriteria benturan kepentingan yang jelas disertai 

dengan mekanisme pencegahan serta pengawasan terhadap Direktur 

sekaligus pendiri Perseroan Perorangan. Adapun pencegahan dan 

pengawasan yang dimaksud dapat diwujudkan dengan mewajibkan 

pendiri Perseroan Perorangan untuk membuat laporan potensi 

benturan kepentingan secara rutin serta dengan membentuk badan 

pemerintah yang fokusnya adalah untuk mengawasi jalannya 

Perseroan Perorangan di Indonesia. Bahkan, jika diperlukan, 

pemerintah sebaiknya memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada 

para pelaku UMK yang hendak mendirikan Perseroan Perorangan 

agar mereka dapat menjalankan usaha dengan baik dan tidak 

merugikan pihak mana pun.  

Dengan adanya upaya perbaikan atas pengaturan Perseroan 

Perorangan tersebut, diharapkan pelaksanaan Perseroan Perorangan 

di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan prinsip duty of skill and 
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care, sehingga dapat diwujudkan GCG dalam Perseroan Perorangan. 

Selain itu, penulis juga menyarankan kepada pemerintah agar 

perbaikan pengaturan Perseroan Perorangan dilakukan secepatnya 

agar tidak terjadi pengurusan Perseroan yang tidak beritikad baik 

serta tidak bertanggung jawab hasil dari penyalahgunaan 

kewenangan oleh pendiri Perseroan Perorangan. 

2. Bagi Para Pelaku UMK Selaku Direktur dan Pendiri Perseroan 

Perorangan 

Penulis menyadari dan menyetujui bahwa Perseroan Perorangan 

merupakan suatu keharusan bagi kemajuan perekonomian Indonesia. 

Akan tetapi, penulis ingin menyarankan kepada para pelaku UMK 

yang mendirikan Perseroan Perorangan agar tidak menyalahgunakan 

kemudahan berusaha yang telah diberikan untuk menguntungkan diri 

sendiri saja. Artinya, penulis ingin mengingatkan kembali kepada 

para pendiri Perseroan Perorangan bahwa mereka harus menjalankan 

Perseroan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan tidak 

memiliki benturan kepentingan yang merugikan baik Perseroan 

maupun pihak-pihak lainnya agar tidak diminta pertanggungjawaban 

secara pribadi. Dengan demikian, penulis berharap para pelaku UMK 

mengetahui, memahami, dan menjalankan prinsip duty of skill and 

care serta menyadari bahwa kegiatan usaha yang mereka kelola tidak 

hanya menyangkut nasib diri mereka saja, melainkan juga ada nasib 

pihak-pihak lain yang terlibat (stakeholders). 

3. Bagi Stakeholders 

Menimbang bahwa Perseroan Perorangan hanya dijalankan oleh 

1 (satu) orang saja tanpa adanya badan atau organ pengawas, penulis 

hendak menyarankan kepada para pemangku kepentingan Perseroan 

untuk berhati-hati dan secara aktif meneliti kegiatan Perseroan 

Perorangan yang bersangkutan. Penulis menyarankan hal tersebut 

agar stakeholders tidak menutup mata terhadap kemungkinan 
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terjadinya penyalahgunaan Perseroan Perorangan secara egois oleh 

pendiri yang tidak beritikad baik yang dapat merugikan stakeholders. 

Penulis juga berharap stakeholders dapat memberanikan diri untuk 

melaporkan kepada penegak hukum apabila ditemukan kegiatan 

usaha oleh pendiri Perseroan Perorangan yang berlawanan dengan 

peraturan perundang-undangan. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Apabila di kemudian hari terdapat peneliti lain yang tertarik 

untuk meneliti lebih lanjut tentang kriteria benturan kepentingan 

Direktur sekaligus pendiri Perseroan Perorangan yang dikaitkan 

dengan kewajiban pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan 

penuh tanggung jawab, maka penulis menyarankan kepada peneliti 

yang bersangkutan untuk mengkaji lebih banyak sumber agar hasil 

penelitian yang diperoleh akan lebih baik dan lengkap. Penulis juga 

terbuka terhadap hasil penelitian oleh peneliti selanjutnya yang 

mungkin berlawanan dengan pendapat penulis dalam penelitian ini. 
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